












BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada tahun 2020 organisasi perangkat daerah

yang melaksanakan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Polibk dalam Negeri adalah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggantikan Kantor Kesatuan Bangsa. Dalam hal

ini di tindakianjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pendukung

tugas Kepala Daerah yang dipimpin oieh seorang Kepala Badan berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu Bupati

dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Pati menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasiia dan wawasan

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,

pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan

antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan

dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta peiaksanaan kewaspadaan

nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten;

c. Peiaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasiia dan wawasan

kebangsaan, penyelenggaraan politik daiam negeri dan kehidupan demokrasi,

pemeiiharaan ketahanan ekonomi, sosiai dan budaya, pembinaan kerukunan

antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasiiitasi

organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial di wiiayah kabupaten;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasiia dan

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan

demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosiai dan budaya, pembinaan

kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya,

fasiiitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosiai;
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e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;

f. Pelaksanaan administrasi kesekretaiiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Polltik;

g. Pelaksanaan fungsl lain yang yang diberlkan oleh Bupati.

Sesual dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 Kantor

Kesatuan Bangsa dan Polltik Kabupaten Pat! berubah status menjadi Badan Kesatuan

Bangsa dan Polltik Kabupaten Pati sehlngga struktur organlsasi berbeda dari tahun

sebelumnya.

Struktur organlsasi Badan Kesatuan Bangsa dan Polltik Kabupaten Pati sesual

dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 adalah sebagai beiikut:
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Adapun urBlan tentang Struktur Organlsasi Badan Kesatuan Bangsa dan Polltik

Kabupaten Pati adalah sebagai berlkut:

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan

fungsl Badan Kesatuan Bangsa dan Polltik.

2. Sekretariat

mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsl badan serta administrasi

kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian Badan.
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Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

a. perencanaan program dan kegiatan Sekretariat;

b. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan Bidang;

c. penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat;

d. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;

e. penyelenggaraan administrasi Badan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

Sekretariat; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

1) Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai rincian tugas:

a. menyusun dokumen perencanaan Subbagian Program dan Keuangan

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen

perencanaan Sekretariat;

b. menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat sesuai ketentuan yang

berlaku sebagai bahan perumusan;

c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar

pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagian sesuai ketentuan

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

d. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbagian secara

berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

e. menyusun rencana kegiatan operasional Subbagian sesuai petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan;

f. melaksanakan kegiatan Subbagian berpedoman pada rencana kegiatan

operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;

g. melaksanakan tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan dan

pejabat penatausahaan pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan

yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah dan barang

milik Daerah;

h. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja berpedoman pada

ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang telah

ditetapkan;
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i. menyediakan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan barang

milik Daerah sesuai ketentuan yang beriaku untuk mewujudkan tertib

administrasi;

j. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian secara berkala untuk

perbaikan kineija yang akan datang;

k. menyusun laporan akuntabilitas kineija instansi Pemerintah, laporan

keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerlntah Daerah dan

pengendallan operaslonal kegiatan Subbagian sesuai ketentuan yang

beriaku agar tennrujud tertib pelaporan;

I. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian sesuai dokumen

perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

2) Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Mempunyai rincian tugas:

a. menyusun dokumen perencanaan Subbagian sesuai ketentuan yang

beriaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat;

b. menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat sesuai ketentuan yang

beriaku sebagai bahan perumusan;

c. menyusun indikator kineija utama, standar pelayanan, dan standar

operaslonal prosedur Subbagian sesuai ketentuan yang beriaku sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

d. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;

e. melakuakan pengelolaan barang milik daerah;

f. menyusun rencana kegiatan operaslonal Subbagian sesuai petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan;

g. melaksanakan kegiatan Subbagian berpedoman pada rencana kegiatan

operaslonal sesuai sasaran yang telah ditetapkan;

h. melaksanakan tata usaha dan tata laksana sesuai ketentuan yang beriaku

untuk mewujudkan tertib administrasi;

i. melaksanakan urusan rumah tangga sesuai ketentuan yang beriaku agar

kebutuhan sarana prasarana terpenuhi;
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Drs. SUSANTO.MM

Jabatan : Pit. KERALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PATI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARYANTO.SH.,MM.

Jabatan ^ : BUPATI PATI

,Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak

Bup

Pati, Januari 2020

Pihak

Pit. Kepala Bada

ANTO. SH. MM. M.St O. MM

igpol Kab. Pati



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI

No. Tujuan /Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Mewujudkan masyarakat
yang berwawassan
pancasiia dan UUD 45

Prosentase penurunan konflik
sosial

80%

Prosentase penurunan
demonstrasi anarkis

16%

Program

Keterangan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan PengembanganSistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

5. Pendidikan PolHik Masyarakat

Anggaran

Rp. 516,463.000

Rp. 261,494,500

Rp, 16,000,000
Rp. 10,000,000

Rp, 403,210,500

Rp, 69.727,000

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

Pihak t^dua,
Bupa/t PatI

ANTO. SH. MM. M.Si

Pati,l8 Januari 2020

Pihak PeiJania,
Pit, Kepala Badan^K^bangpol Kab. Pati

TO. MM












































